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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan dan pembahasan di atas mengenai perkawinan
sedarah garis keturunan menyamping dalam perspektif hukum adat Dayak di

Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pandangan hukum adat Dayak terkait perkawinan sedarah ini ialah
perkawinan sedarah tersebut merupakan sesuatu yang sangat dilarang dan
tidak dibenarkan untuk dilakukan, karena dalam masyarakat adat percaya
bahwa jika larangan dilakukan maka akan menimbulkan sial celaka bagi
keluarga dan masyarakat sekitar.

2. Upaya penyelesaian perkawinan sedarah garis keturunan menyamping,
secara hukum adat Dayak di Kabupaten sintang ialah berupa ritual tolak
bala dan kemudian dianjurkan untuk pindah tempat tinggal ke daerah yang

lain guna menjaga sanksi sosial yang akan diterima keluarganya.

4.2. Saran
Dari permbahasan di atas makan saran yang penulis berikan kepada pihak

yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

a. Bagi Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang

Diharapkan bagi ketua DAD Kabupaten Sintang untuk terus berbakti

melayani masyarakat adat dayak, serta memberikan edukasi terkait aturan
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perkawinan dan aturan adat lainnya, menyelesaikan permasalahan adat dan

menjadi penengah disetiap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Sintang
Diharapkan untuk senantiasa memperhatikan norma yang ada dalam adat,
mematuhi peraturan-peraturan adat dan menjaga Kketetiban antar sesama

masyarakat adat.
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